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BUPATI  BANGLI 

 
PERATURAN   BUPATI  BANGLI 

NOMOR  38 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGLI 

SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mengingat 

BUPATI BANGLI, 
 
a. bahwa  dalam  rangka  memberikan  fleksibelitas  dan 

keleluasaan dalam mengelola sumber daya yang ada pada 
Rumah Sakit Umum Bangli serangkaian pelaksanaan tugas 
operasional publik dan pengelolaan keuangan dengan tujuan 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih 
efisien dan efektif, maka dipar1dang perlu menerapkan Pola 
Sadan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Bangli; 

 

 

b. bahwa   secara   subtantif,    teknis    dan   administratif 
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 4  Peraturan  Pemerintah 
Nomor  23   Tahun .      2005   tentang  Pengelolaan  Keuangan 
Sadan Layanan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah Sangli 
untuk dapat memenuhi persyaratan dalam menerapkan Pola 
Pengelolaan  Keuangan  Sadan  Layanan  Umum  Daerah ( 
PPK-BLUD)  secara penuh; 

 
c.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana  dimaksud 

dalam  huruf  a  dan  huruf  b   perlu  menetapkan  Peraturan 
Bupati  tentang  Penetapan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah 
Bangli sebagai Sadan Layanan Umum Daerah; 

 
1.  Undang-Undang  Nomor  69  Tahun  1958  tentang 

Pembentukan Daerah-daerah  Tingkat   II    dalam  Wilayah 
Daerah-daerah  Tingkat  I      Bali,   Nusa Tenggara  Barat dan 
Nusa Tenggara    Timur    (Lembaran    Negara    Republik 
lndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang     Nomor     32     Tahun     2004      tentang  

 Pemerintahan     Daerah    (Lembaran     Negara     Republik 
Indonesia Tahun  2004   Nomor  125,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah 

 

~ 

diubah   beberapa   kali,    terakhir   dengan   Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang  Nomor     12     Tahun     2004      Tentang 
Pemerintahan Daerah    (Lembaran     Negara     Republik 
Indonesia  Tahun  2008   nomor  59,   Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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3.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 
Nomor 5063); 

4.  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah 
Sakit  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2009 

Nomor    153,   Tambahan    Lembaran    Negara    Republik 
Indonesia Nomor 5072 ); 

5.  Undang-Undang     Nomor     12    Tahun     2011     tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2011   Nomor   82, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik   Indonesia   Tahun   2005   Nomor   48, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4502 );  . 

7.  Peraturan   Pemerintah   Nomor  24   Tahun   2005   tentang 
Standar Akutansi  Pemerintah (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

8.  Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor   07/PMK.02/2006 
tentang Persyaratan     Administratif      dalam      Rangka 
Pengusulan    dan    Penetapan    Satuan    Kerja    lnstansi 
Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Sadan Layanan Umum; 

9. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 

tentang Pedoman     Pengelolaan     Keuangan     Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21   Tahun  2011 tentang  Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61  Tahun 2007 
tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Badan 
Layanan Umum Daerah; 

 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH BANGLI SESAGAI BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH 

 

Pasal 1 
Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Bangli sebagai Badan Layanan Umum 
daerah. 

 

Pasal 2 
Penerapan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam 
Pasal 1 dilakukan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 

 

Pasal 3 
Pengelolaan Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Bangli lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati
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Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan 
Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 

 
 
 

 
Ditetapkan di Bangli 
pada tanggal 12 November 2011 
BUPATI BANGLI, 
 
  ttd 

 

I  MADE GIANYAR 
 

 

Diundangkan di Bangli 
pada tanggal 12 November 2011 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

 
 
       ttd 
 
 

I WAYAN SUTAPA 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 38 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

  SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

ttd 

  IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI 

  PEMBINA TK.I (IV/b) 

  NIP.19650210 199503 1 003 

 
 


